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REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2021 (RIBU)

01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 1.845.192,0

02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 165.157.953,0

03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 11.560.803,0

04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 1.774.291,0

05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6.676.556,0

07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 130.806.243,0

Total 317.821.038,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2021
ALOKASI 2021

(RIBU)

01 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia 132.956.418,0

01.01 Indeks Demokrasi Indonesia 77,72

01.02 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu -

01.03 Indeks Kinerja Ormas 60

02 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah 3.515.000,0

02.01 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi 2,385

02.02 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 67,2

02.03 Daerah yang terpelihara kerukunan antar suku /intra suku, ras dan golongan 100%

03 Meningkatnya kewaspadaan nasional 2.191.882,0

03.01 Timdu Penanganan Kon�ik Sosial Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif 63%

03.02 Tertib pelaksanaan penelitian orang asing dan lembaga asing 470

03.03 Aparatur Pusat dan Daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini 2.200 Orang

04 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas 24.339.867,0

04.01 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas C (53% Daerah)

04.02 Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas -

05 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri 626.168.222,0

05.01 Persentase SDM aparatur pemerintahan dalam negeri yang terserti�kasi 90%

05.02 Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri Level 3 (85%)

05.03 Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional Level 3 (80%)

05.04 Persentase lulusan IPDN berserti�kat kompetensi 50%

05.05 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni 3,30

06 Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah 4.413.244,0

06.01 Indeks penyusunan produk hukum daerah Sedang

07 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan e�sien 335.314.472,0

07.01 Persentase capaian penerapan SPM di daerah 70%

07.02 Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 60

07.03 Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Sedang

07.04 Rata-rata Indeks pengelolaan keuangan daerah 36,50

07.05 Indeks kompetensi aparatur dan pengurus kelembagaan desa 3% Aparatur dan 2% Pengurus LKD

07.06 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 90

07.07 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah B

07.08 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi 24%

07.09 Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori “utama” 110 Daerah

08 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data
kependudukan untuk semua keperluan

578.492.363,0

08.01 Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 92% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
bagi yang melaporkan

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

:2. VISI Kementerian Dalam Negeri yang adaptif, proaktif dan inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

:3. MISI 1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan
stabilitas politik dalam negeri

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan

otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak
kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan e�sien

4. Meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum-linmas

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
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KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2021
ALOKASI 2021

(RIBU)

08.02 Peningkatan jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data
kependudukan nasional untuk pelayanan publik

900 Lembaga Pengguna

09 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 81.173.653,0

09.01 Indeks Tata Kelola Penyeleng-garaan Kewilayahan 0,6

10 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri

1.126.872.339,0

10.01 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Nilai 87.01

11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas 8.319.873,0

11.01 Indeks pengawasan Internal 85

11.02 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 81

12 Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan
kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

1.691.005,0

12.01 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian
Dalam Negeri

45%

Total 2.925.448.338,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN 2022 2023 2024

010.CM Program
Kapasitas
Pemerintahan
Daerah dan
Desa

235.106.689,0 0,0 148.104.313,0 0,0 72.143.976,0 0,0 51.077.441,0 0,0 0,0 0,0 506.432.419,0 810.348.636,0 982.082.384,0 1.237.689.915

010.CP Program Tata
Kelola
Kependudukan

578.492.363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 578.492.363,0 602.113.251,0 622.640.603,0 643.872.648

010.CR Program
Pembinaan
Politik dan
Pemerintahan
Umum

138.663.300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138.663.300,0 303.093.844,0 161.810.812,0 170.255.812

010.WA Program
Dukungan
Manajemen

1.694.091.442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.768.814,0 0,0 0,0 0,0 1.701.860.256,0 2.605.120.508,0 2.692.112.556,0 2.852.230.976

Total 2.646.353.794,0 0,0 148.104.313,0 0,0 72.143.976,0 0,0 58.846.255,0 0,0 0,0 0,0 2.925.448.338,0 4.320.676.239,0 4.458.646.355,0 4.904.049.351

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 13 Juli 2023


